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KATA PENGANTAR

Buku ini pernah diterbitkan pada tahun 1982. Kemudian direvisi
pada tahun 1996, dengan judul Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam
Jurisprudensi. o

Dalam edisi revisi kali ini, judulnya dirubah lagi menjadi
Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat
dan Peraturan Perundangan di Indonesia.

Substansi pembahasannya mengenai pengangkatan anak
antar sesama Warga Negara Indonesia, pengangkatan anak yang
dilakukan oleh Warga Negara Indonesia terhadap anak Warga
Negara Asing dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga
MNegara Asing terhadap anak Warga Negara Indonesia.

Peraturan perundangan tentang pengangkatan anak menen-
tukan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk
kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan
adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Mahkamah Agung melalui beberapa surat edarannya,
memberi petunjuk kepada para Hakim dalam memeriksa dan
memutus permohonan pengangkatan anak di Pengadilan. Antara
tain seperti Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6/1983 tentang
Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979, yang memberi
pedoman supaya para Hakim mempertimbangkan keadaan
kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak
orang tua yang bersangkutan dan kesungguhan, ketulusan, serta
kerelaan pihak yang melepaskan anak dan pihak yang mengangkat
anak. i

Surat Edaran ini kemudian dilengkapi oleh Surat Edaran No.
02 Tahun 2009, supaya para Hakim, memperhatikan kelengkapan
akta kelahiran anak yang bersangkutan sebelum mengabulkan
permohonan pengangkatan anak.

Pengangkatan Anak (Adopsi) /;:




Pengangkatan anak melalui peraturan perundangan harus
dimintakan penetapan pengadilan, sedangkan berdasarkan adat
kebiasaan setempat dapat dimintakan penetapan pengaditan (tidak
harus).

Pengangkatan anak dapat dilakukan secara langsung dan
melalui lembaga pengasuhan anak. Ada beberapa yayasan sosial
sebagai lembaga pengasuhan anak yang telah mendapat izin dari
Menteri. :

Akhir kata, diharapkan saran dan masukan dari semua pihak
untuk penyempurnaan penulisan buku ini dikemudian hari.

Bandung,

Penulis
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PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W), sebelumnya tidak
mengenal lembaga pengangkatan anak. Baru pada tahun 1956
Negeri Belanda memasukan ketentuan-ketentuan tentang adopsi
dalam B.W. tetapi oleh karena antara Negeri Belanda dan Indonesia
tidak lagi terdapat hubungan konstitusional, maka tidak ada lagi
penyesuaian KUHPerdata Indonesia dengan B.W. Nederland. Oleh
karena K(HPerdata tidak mengatur tentang adopsi, maka untuk
golongan Tionghoa pada waktu itu diadakan pengaturannya secara
tertulis di dalam Stb. 1917 No. 129, mulai berlaku pada tanggal
1 Mei 1919, sedangkan untuk golongan masyarakat Indonesia
lainnya berlaku Hukum Islam dan Hakum Adat.

Sekarang ini, ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan
anak (adopsi),

Hukum Adat

Hukum Islam

Stb. 1917 Nomor 129

Jurisprudensi

Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4/1979

S

Undang-{Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Nomor 12/2006

7. KUHPerdata/B.W.,, semula tidak mengenal adopsi.
Semenjak tahun 1956, BW mengaturnya, tetapi tidak ada
lagi penyesuaian ke dalam KUHPerdata. Dalam BW baru
(NBW), ketentuan tentang adopsi ini diatur dalam buku |
titel 12, Pasal 227 s/d Pasal 232.

8. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Yis Peraturan Pemerintah No. 54

Pengangkalan Anak (Adopsi) [ 1




Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
dan Peraturan Menteri Sosial Republik indonesia Nomor
110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Ada perbedaan terhadap akibat hukum yang ditimbulkannya
antara hukum adat (sebagian) dan peraturan perundangan dalam
kaitannya dengan hubungan anak angkat danorangtuakandungnya.
Perbedaan inilah yang melatarbelakangi tidak diaturnya mengenai
pengangkatan anak dalam Undang-Undang No. 4/1979, Tentang
Kesejahteraan Anak (Kecuali Pasal 12 berikut penjelasannya).

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas (ndang-Undang No. 23/2002, Tentang
Perlindungan Anak, berbunyi, sebagai berikut:

Ayat (1). Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk
kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan
adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat
dar orang tua kandungnya.

Menurut  ketentuan ayat (2) Pasal 39 Undang-Undang
Perlindungan Anak ini, pengangkatan anak tidak memutuskan
hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua
kandungnya.

Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang
Perlindungan Anak yang berbunyi: setiap orang melakukan
pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat
(4}, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/
atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Sementara itu menurut hukum adat, seperti di daerah Gayo,
Lampung, Pulau Nias dan Kalimantan, kedudukan anak angkat
sama dengan anak kandung, sedangkan hubungan kekeluargaan
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dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus'. Demikian
pula pada masyarakat Ratak pada umumnya, di daerah Jawa Timur
dan Bali*.

Ial inipun menimbulkan pertanyaan seperti, apakah ketentuan
pidana Pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak ini dapat
diterapkan terhadap anggota masyarakai yang melaksanakan
pengangkatan anak berdasarkan hukum adatnya yang memutusgkan
hubungan hukum antara anak yang bersangkutan dengan orang
tua kandungnya? Jawabannya akan dijelaskan pada bagian catatan
singkat penulis.

Akibat hukum pengangkatan anak, tidak hanya berkaitan
dengan hubungan anak yang bersangkutan dengan orang fua
kandungrya, tetapi juga berimplikasi kepada soal-soal warisan,
perwalian dan kewarganegaraan. .. :

1 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta,
Penerbit PT, Toko Gunung Agung, 1994, h.118,

2 Bandingkan dengan Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia,
Bandung, Penerbit “Tarsito", 1996, h. 122. Lihal juga R. Saepomo, Bab-Bab
Tentang Hukum Adat, Jakarta, PT. Pradnja Paramita, 2007, h, 103.
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'BAB. Pengertian dan Syarat
I Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari
lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang
bertanggungjawab atas perawatan, perididikan, dan-membesarkan
anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya
berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan (Pasal 1 butir 9
(ndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak yo Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang
mengalihkan seorang anak darilingkungan kekuasaan orang tua, wali
yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,
pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan
keluarga orang tua angkat (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

Menurut hukum adat, pengangkatan anak (adopsi) adalah
suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga
sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak
dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan
yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandung
sendiri.” Proses pengangkatan anak harus dilakukan secara terang,
artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan
kepala adat. Sementara itu proses pengangkatan anak menurut
peraturan perundangan harus melalui putusan atau penetapan
Pengadilan Negeri (Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 9@ Undang-
Undang Perlindungan Anak).

3 Soerojo Wignjodipoero: op.cit.h. 117
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Alasan Pengangkatan Anak

“* lasan pengangkatan anak (adopsi), antara lain, adalah sebagat
perikut.

51 Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk
mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga
" dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.

59 {Intuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan
" keluarga

'::2',3_Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah,
" "maka akan dapat mempunyai anak sendiri.

2.4, Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak
. yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi
kemanusiaan.

2 5. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.

" 1 6. (Intuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
Dapat pula ditambahkan, bahwa alasan pengangkatan anak,
. antara lain®:
| '2.7.Karena hanya mempunyai anak laki-laki, malka diangkatlah
seorang anak perermpuan atau sebaliknya.

2.8. Karena adanya hubungan keluarga, atas permintaan orang tua
kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya
dijadikan anak angkat.

Namun sebagai berikut pada umumnya alasan pengangkatan
anak, adalah “takut tidak ada keturunan”.”

3. Tujuan Pengangkatan Anak

Menurut Undang-Undang Mormor 14/1979 Tentang Kesejah-
teraan Anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan
mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

4  Lulik Djatikumoro: Hukum Pengangkatan anak Di indonesia, Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2011, h. 9.
5 Soerojo Wignjodipoero, op.cit. h. 118,
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Dengan berlakunya (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ini, dalam ketentuan
Pasal 39 butir 1, menentukan: Pengangkatan anak hanya dapat
dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan
berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Berbeda dengan peraturan perundangan, tujuan pengangkatan
anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada i<ekhe_1watiran (calon
orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat
(vang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan
kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu
dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak
saudaranya semula.®

4. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

4.1. Syarat calon anak angkat

Pasal 12 PP MNomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak, menentukan:
(1). Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun
merupakan anak tertantar atau ditelantarkan
¢. berada dalam asuhan keluarga atau dalam termbaga
pengasuhan anak, dan
d. memerlukan perlindungan khusus
(2). Usia anak angkat sebagaimana d:maksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan
prioritas utama. :
b. Anak berusia 6 {enam) tahun sampai dengan belum
berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan
mendesak, dan

6 M Ahmad kamil, cs: Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di
Indonesia, Jakarte: PT. Raja Grafindo Persacla, 2008, h. 34
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c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang
anak memerlukan perlindungan khusus.

pPenjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan ¢, menjelaskan:

Huruf b: yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak”

seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan
sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik
bagi anak.

Huruf ¢: yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan

khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas
dan terisolasi; anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual, anak yang di perdagangkan; anak yang menjadi
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan,
penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik
fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan
anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

4.2. Syarat calon orang tua angkal.
Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007, menentukan:
Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

a.
b.

o

@ = o

Sehat jasrnani dan rohani

Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling
tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Beragama sama dengan agama calon anak angkat.

Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum, karena
melakukan tindak kejahatan.

Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
Tidak merupakan pasangan sejenis.

Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki
satu orang anak.

Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.

Pangangkatan Anak (Adopsi) r—;




. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua
atau wali anak.

j- Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan
dan perfindungan anak.

k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.

| Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam)
bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

m. Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

Peraturan Menteri Sosial (Pasal 28) Nomor 110/HUK/2009

Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, menentukan:

(1). COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali
dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

(2) Jarak waktu pengangkatan anak yang ke dua sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak
penyandang cacat.

(3} Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan

anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya
oleh COTA.

h Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan <li Indonesia




Menurut hukum adat maupun peraturan
perundangan, tujuan perkawinan antara lain adalah
untuk memperoleh keturunan. Namun demikian, ada
beberapa pasangan yang telah menunggu
bertahun-tahun lamanya tetapi belum atau tidak
juga mendapatkan keturunan. Oleh karena itu,
pengangkatan anak (adopsi) adalah salah satu solusi
yang mereka ambil untuk mendapatkan
keturunan.Untuk itu dibuatlah sebuah hukum, baik
itu hukum adat maupun peraturan perundangan yang
mengatur lembaga pengangkatan anak.

Buku ini juga memuat berbagai kisah tentang adopsi
di Indonesia. ada kisah bahagia, namun ada pula
yang tidak. Misalnya tindakan kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), ataupun terjadinya
pembatalan pengangkatan anak (kasus
Erwin/Tristan Dowse), bahkan sampai kepada
tindakan pembunuhan (kasus Angeline di Bali).
Adanya ber!

bagai kasus yang menimpa anak-anak
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